
BUPATI KUBU RAYA 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 
15 TAHUN 2 0 1 1  TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan 
terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41  Tahun 
2 0 1 1  tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati f 
Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2 0 1 1  tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 101,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4751);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011  tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2 0 1 1  Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15) ;  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 1  TENTANG CARA PEMBERlAN DAN "- PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK \. DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. � 
Pasal I { f 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011  ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011  Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015 sebagai berikut: 1 .  Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1 .  Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya. 5. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi 
tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. 



7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi 
Daerah. 

8. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melakukan 
pemungutan Retribusi Daerah. 

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. 

1 1 .  Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, 
penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan 
retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

12.  Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dijajaran Pemerintah Kabupaten 
Kubu Raya. 

13. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada 
aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan 
aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan 
penerimaan pajak. 

14. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
untuk meningkatkan kinerja. 

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal3 

(1) Penerima lnsentif adalah SKPD pelaksana Pemungut Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, 
Sekretaris Daerah, dan pihak lain yang membantu pelaksanaan 
pemungutan. 

(2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat diberikan 
dalam ha] belum diberlakukannya ketentuan mengenai 
remunerasi di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 

(3) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah : 
a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selaku 

aparat pelaksana pemungut pajak daerah; 
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 

Pemungutan Retribusi Daerah. 



(4) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah. (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah: a. Camat, Lurah/Kepala Desa sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. dihapus; c. dihapus. 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal .:25 janua.ri 201 7 
�UPATl KUBU RAYA,\'- 

'Diundangkan di Sungai Raya . ., 
I 

2.." 'lanuon 201, Pada tangga ,-,; .•.... 
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, 

4 

ODANG RASETYO 
BER1TA OAERAH K BUPATEN KUBU RAYA 
TAHUM .. ...@.!'.t........ OMOR. .. � . 

c 

1 RUSMAN �I� c � 
- 


